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ABSTRACT 
 
The Indonesian government has ratified the Convention on the Rights of the Child 
through Presidential Decree No. 36 of 1990. The government has also issued Law 
No. 3 / 1997 on Juvenile Court and Law No. 5 of 1998 as the ratification of the 
Convention against Torture and Degrading Treatment or Punishment of cruel, 
inhuman or degrading human dignity. 
Then the Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, the last is by the 
enactment of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. All these legal 
instruments are intended to provide assurance of protection of child rights in a 
more robust when dealing with law and in undergoing the judicial process. One 
interesting issue to be studied namely Decision Number 23/Pid. 
An/2007/Pn.M.BLN. Actor Ari Duwi Arianto Als Bin Suroto. The case is 
interesting because the perpetrator is a child who has not reached the age of 12 
(twelve) years sentenced to prison for 3 (three) years. The problem is the decision 
is contradictory to Article 26 paragraph (4) of Law No. 3 of 1997. 
 
Keywords : Legal protection 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui 
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990. Pemerintah juga telah 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi 
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak 
manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terakhir adalah dengan 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak. Semua instrumen hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan 
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perlindungan atas hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan 
hukum dan dalam menjalani proses peradilan. Anak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah orang yang dalam 
perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak pelaku 
tindak pidana yang masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun dikenakan 
sanksi tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut:  
“Apabila anak nakal sebagaimana maksudnya dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, 
belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang 
tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, 
maka terhadap anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana 
maksudkan dalam Pasal 24”. 
 
Jika dilihat dari Undang – Undang Perlindungan Anak, seorang anak yang 
berkonflik dengan hukum seyogyanya mendapat perlindungan hukum, seperti 
yang dikemukakan dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak 
yang menyatakan: (a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan 
martabat dan hak-hak anak; (b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak 
sejak dini; (c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus; (d) Penjatuhan sanksi 
yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; (e) Pemantauan dan 
pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan 
hukum; (f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang 
tua atau keluarga; dan (g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media 
masa dan untuk menghindari labelisasi. 
Menarik perhatian, yaitu Putusan Nomor 23/Pid. An/2007/Pn.M.BLN.  
Pelaku Duwi Arianto Als Ari Bin Suroto. Perkara ini menarik karena pelakunya 
adalah anak yang belum genap umur 12 (dua belas ) tahun yang dijatuhi pidana 
penjara selama 3 (tiga) tahun. Persoalannya adalah putusan tersebut bertentangan 
dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.  
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II. PERUMUSAN MASALAH 
  Menarik untuk dikaji atas putusan tersebut, apa yang menjadi dasar 
pertimbangan hakim, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan fakta 
persidangan dalam memutus perkara khususnya terhadap pelaku sebagai 
dimaksud dalam  Putusan Nomor: 23/Pid.An/2007/PN.MBN, terkait perlindungan 
hukum terhadap anak dalam proses ajudikasi. 
  
III. METODE  PENELITIAN 
 Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. 
Menurut Peter Mahmud Marzuki  adalah: suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab 
isu hukum yang dihadapi, 2  dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan 
mengevaluasi bahan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap 
anak dalam proses ajudikasi. Acuan dalam penelitian ini adalah aturan hukum 
yang mengatur tentang hak anak dalam proses ajudikasi. Dengan demikian maka 
penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute 
Approach) yaitu: metode penelitian dengan berusaha memahami asas-asas dari 
suatu perundang-undangan (UU No 3 Tahun 1997 dan UU No 23 Tahun 2003). 
Untuk mendapatkan gambaran nyata dari fakta-fakta yang terkait dengan kajian 
penelitian peneliti juga menggunakan  metode pendekatan kasus (Case Approach), 
yaitu untuk memahami fakta materil dengan cara memperhatikan abstraksi 
rumusan fakta yang terjadi. Mengingat penelitian hukum normatif merupakan 
penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer 
dan skunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi 
dokumen. Untuk menjawab isu hukum dalam perlindungan anak dalam proses 
ajudikasi, peneliti mengkaji norma dalam putusan nomor: 23/Pid.An/2007/PN 
MBN. yang merupakan norma hukum yang konkrit dan khusus.  
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IV. HASIL DAN  PEMBAHASAN 
1. Posisi  Kasus   
Dalam kasus ini terdakwa adalah Duwi Arianto Als Ari bin Suroto, 
Umur 11 tahun 6 bulan 11 hari. Alamat: RT 02 Desa Tenam, Kecamatan 
Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan 
pelajar, Agama Islam. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana secara 
alternatif, yaitu dakwaan primer, subsider dan lebih subsider lagi. 
a. Dakwaan Primer;  
                 Dalam dakwaan primer terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana 
persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
b. Dakwaan Subsidair; 
                        Dalam dakwaan subsider terdakwa didakwa melakukan tindak pidana 
persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam dengan  Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
c. Dakwaan Lebih Subsider 
                  Dalam dakwaan lebih subsider ini terdakwa didakwa melakukan tindak 
pidana  percabulan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 290 Ayat 
(2) KUHP.   
      
Setelah dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, dakwaan primer 
terbukti secara sah dan meyakinkan  bahwa terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana diancamkan pada Pasal 81 Ayat (2)  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oleh sebab itu 
dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dibuktikan lagi. Setelah 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hakim 
menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa 
berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 500.000,- subsider 1 
(satu) bulan kurungan. 
 
2. Analisis Putusan Pengadilan dalam Perkara Nomor 
23/Pid.An/2007/PN.MBLN 
Analisis atas putusan pengadilan dalam Putusan  (No. 
23/Pid.An/2007/PN.MBLN), akan diuraikan berturut-turut tentang 
pertimbangan hukum, pertimbangan fakta di persidangan, 
konklusi/kesimpulan, pertimbangan sosiologis  dan penjatuhan pidana disertai 
pendapat penulis. 
a.  Pertimbangan  Hukum 
Karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka terlebih 
dahulu Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan ke satu primair yaitu 
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melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:           
1). Unsur Setiap Orang, adalah setiap orang selaku subyek hukum yang  
melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. 
2). Unsur dengan sengaja, adalah kehendak atau maksud dan pengetahuan 
dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan 
dengan penuh kesadaran. 
3). Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak 
Unsur di atas memuat kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, 
sehingga apabila  salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka 
unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi. 
Membujuk adalah mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang 
diinginkannya, bisa dilakukan dengan kata-kata bisa juga dilakukan 
dengan bahasa tubuh atau perbuatan. 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
4). Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
Unsur di atas memuat kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, 
sehingga apabila  salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka 
unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi. 
 
b.  Fakta Dipersidangan 
Dalam hal ini fakta dipersidangan pada prinsipnya berhubungan 
dengan alat bukti yang   sah diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang 
pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara 
berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, 
petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagai berikut: 
 
1). Keterangan saksi-saksi: 
a) Saksi Gunarso bin Usman 
Pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2007 sekira pukul 11.30 wib, saksi 
mendapat laporan dari isteri saksi yaitu Aisah Binti Katimun bahwa 
anak saksi yang bernama Komala Sari telah diperkosa oleh terdakwa 
Duwi Arianto Bin Suroto. 
Atas laporan dari saksi Aisah binti Katimun, saksi menanyakan 
kepada saksi Iqbal Setiawan bin Gunarso dan Saksi Sutomo 
Romadhon bin Isrofi pada saat kejadian bermain bersama. Saksi 
mendapat jawaban saksi Iqbal Setiawan bin Gunarso dan saksi 
Sutomo Romadhon bin Isrofi menjawab bahwa benar saksi korban 
Komala Sari telah diperkosa oleh terdakwa Duwi Arianto bin Suroto. 
Saksi Iqbal Setiawan bin Gunarso serta saksi Sutomo Romadhon bin 
Isrofi melihat langsung kejadian tersebut dari daun pintu kamar 
terdakwa Duwi arianto bin Suroto yang bolong. 
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Berdasarkan keterangan saksi korban Komala Sari terdakwa 
memperkosa saksi korban Komala Sari dengan cara terdakwa 
membuka celana dalam saksi korban dan memperkosanya. 
Setelah mendapat laporan dari saksi Aisah binti Katimun, saksi 
langsung membawa saksi korban Komala Sari kepada Bidan Desa 
yang bernama Butet bin Sirait.  
 
b) Saksi Aisah binti Katimun 
• Menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2007 sekira pukul 
10.00 WIB anak saksi yang bernama Komala Sari telah 
diperkosa oleh Duwi Arianto bin Suroto; 
• Menerangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban 
Komala Sari, anak saksi diperkosa oleh terdakwa Duwi Arianto 
bin Suroto di rumah terdakwa yang berlamat di RT 02 Desa 
Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari; 
• Menerangkan saksi mengetahui kejadian perkosaan tersebut 
setelah mendapat laporan dari saksi korban Komala Sari karena 
kemaluan saksi Komala Sari terasa sakit ketika hendak kencing 
dan ketika saksi tanyakan kenapa kemaluan saksi korban 
Komala Sari bias sakit Saksi Korban Komala Sari menjawab 
akibat dimasukkan burung oleh terdakwa; 
• Menerangkan atas laporan darisaksi korban Komala Sari, saksi 
menanyakan kepada saksi Iqbal Setiawan Bin Gunarso ( Kakak 
Kandung Saksi korban Komala Sari binti Gunarso karena saksi 
Iqbal Setiawan bin Gunarso dan saksi Sutomo Romadhon bin 
Isrofi pada saat kejadian sedang bermain dengan saksi korban 
Komala Sari, apa benar saksi korban Komala sari telah 
diperkosa oleh terdakwa Duwi Arianto bin Suroto dan saksi 
Iqbal Setiawan bin Gunarso menjawab bahwa benar saksi 
korban Komala Sari telah diperkosa oleh terdakwa Duwi 
Arianto dan saksi Iqbal Setiawan bin Gunarso serta saksi 
Sutomo  Romadhon bin Isrofi melihat langsung kejadian 
tersebut dari daun pintu kamar terdakwa Duwi Arianto bin 
Suroto. 
 
c) Saksi Komala Sari binti Gunarso 
• Menerangkan bahwa benar saksi telah diperkosa / dicabuli 
oleh terdakwa Duwi Arianto bin Suroto pada hari Rabu 
tanggal 20 Juni 2007 pukul 10.00 WIB bertemp[at di rumah 
orang tua terdakwa yang beralamat di RT 02 Desa Tenam 
Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari. 
• Menerangkan bahwa sebelum kejadian pemerkosaan tersebut 
saksi bersama sama saksi Iqbal Setiawan bin Gunarso dan 
saksi Sutomo Romadhon bin Isrofi serta terdakwa bermain-
main mobil mobilan di rumah terdakwa; 
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• Bahwa benar setelah bermain mobil-mobilan terdakwa 
mengajak saksi masuk ke dalam kamar dengan cara 
menggandeng tangan saksi selanjutnya setelah sampai di 
dalam kamar terdakwa memperkosa saksi, sedangkan saksi 
Iqbal Setiawan bin Gunarso dan saksi Sutomo Romadhon bin 
Isrofi disuruh terdakwa menunggu saksi dan terdakwa di ruang 
tamu rumah terdakwa; 
• Bahwa benar terdakwa meninduih / memperkosa saksi adalah 
dengan cara terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar 
terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan celana panjang dan 
celana dalam saksi yang selanjutnya terdakwa melepaskan 
celana yang dipakai terdakwa, yang kemudian kemaluan 
terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi; 
• Bahwa pada saat kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam 
kemaluan saksi, saksi mengalami kesakitan; 
• Menerangkan bahwa terdakwa mengajak saksi ke kamar maka 
terdakwa melakukan pemaksaan maupun ancaman kepada 
saksi; 
• Menerangkan setelah saksi diperkosa oleh terdakwa, terdakwa 
mengatakan kepada saksi bahwa saksi jangan mengatakan apa 
yang telah diperbuat oleh terdakwa kepada orang tua saksi; 
• Menerangkan pada saat itu di rumah terdakwa dalam keadaan 
kosong karena orang tua terdakwa sedang berada di kebun. 
 
d) Saksi Iqbal Setiawan bin Gunarso 
• Menerangkan bahwa benar saksi dan saksi Sutomo Romadhon 
bin Isrofi melihat terdakwa Duwi Arianto bin Suroto telah 
memperkosa / mencabuli saksi korban Komala Sari pada hari 
Rabu tanggal 20 Juni 2007 sekira pukul 10.00 WIB bertempat 
di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di RT 02 Desa 
Tenam Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari; 
• Menerangkan saksi dan saksi Sutomo Romadhon bin Isrofi 
melihat secara langsung terdakwa Duwi Arianto bin Suroto 
telah memperkosa/mencabuli saksi korban Komala Sari lewat 
pintu kamar yang bolong secara bergantian dengan saksi 
Sutomo Romadhon bin Isrofi; 
• Bahwa pada saat saksi dan saksi Sutomo Romadhon bin Isrofi 
mengintip di dalam kamar tersebut, saksi melihat terdakwa 
Duwi Arianto bin Suroto membuka celana milik saksi korban 
Komala Sari dan selanjutnya terdakwa Duwi Arianto bin 
Suroto membuka celananya sendiri kemudian terdakwa 
menindih saksi korban Komala Sari dari atas; 
• Menerangkan sebelum kejadian pemerkosaan tersebut saksi 
bersama-sama saksi korban Komala Sari, saksi Sutomo 
Romadhon bin Isrofi dan terdakwa bermain mobil-mobilan di 
rumah terdakwa; 
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• Bahwa benar setelah bermain mobil-mobilan terdakwa 
mengajak saksi korban Komala Sari masuk ke dalam kamar 
dengan cara menggandeng tangan saksi korban Komala Sari 
selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi Korban Komala 
Sari sedangkan saksi Sutomo Romadhon bin Isrofi disuruh 
oleh terdakwa menunggu saksi korban dan terdakwa di ruang 
tamu rumah terdakwa; 
• Bahwa benar cara terdakwa Duwi Arianto 
menindih/memperkosa saksi korban Komala Sari adalah 
dengan cara terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam 
kamar terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan celana 
panjang dan celana dalam yang saksi korban pakai selanjutnya 
terdakwa melepaskan celana yang dipakai terdakwa 
selanjutnya kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam 
kemaluan saksi korban; 
• Menerangkan pada saat terrdakwa mengajak saksi korban 
Komala Sari ke dalam kamar, terdakwa tidak melakukan 
pemaksaan maupun ancaman kepada saksi; 
• Menerangkan pada saat itu di rumah terdakwa dalam keadaan 
kosong karena orang tua terdakwa sedang berada di kebun.; 
• Menerangkan setelah saksi korban Komala Sari  
ditindih/diperkosa oleh terdakwa Duwi Arianto bin Suroto, 
terdakwa mengatakan kepada saksi korban apa yang diucapkan 
terdakwa yaitu bahwa saksi korban Komala Sarai jangan 
mengatakan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa kepada 
orang tua saksi korban Komala Sari. 
 
e) Saksi Sutomo Romadhon bin Isrofi 
• Menerangkan saksi dan saksi Iqbal Setiawan Bin Gunarso 
melihat terdakwa Duwi Arianto bin Suroto telah memperkosa 
/mencabuli saksi korban Komala Sari pada hari Rabu tanggal 
20 Juni 2007 sekira pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa yang 
beralamat di RT 02 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian 
Kabupaten Batanghari; 
• Menerangkan saksi dan saksi Iqbal Setiawan bin Gunarso 
melihat terdakwa Duwi Arianto bin Suroto telah 
memperkosa/mencabuli saksi korban Komala Sari lewat pintu 
kamar yang bolong secara bergantian; 
• Bahwa pada saat saksi dan saksi Iqbal Setiawan bin Gunarso 
mengintip di dalam kamar tersebut saksi melihat terdakwa 
Duwi Arianto bin Suroto membuka celana milik saksi korban 
Komala Sari dan selanjutnya terdakwa Duwi Arianto Bin 
Suroto membuka celananya sendiri kemudian terdakwa 
menindih saksi korban Komala sarai dari atas; 
• Menerangkan bahwa sebelum kejadian pemerkosaan tersebut 
saksi bersama-sama saksi kortban Komala Sari, saksi Iqbal 
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Setiawan bin Gunarso dan terdakwa bermain mobil-mobilan di 
rumah terdakwa; 
• Bahwa benar setelah bermain mobil-mobilan terdakwa 
mengajak saksi korban Komala Sari selanjutnya setelah 
sampai di dalam kamar terdakwa membuka celana saksi 
korban Komala Sari, selanjutnya terdakwa menindih tubuh 
saksi korban Komala Sari sedangkan saksi dan Saksi Iqbal 
Setiawan bin Gunarso disuruh oleh terdakwa menunggu saksi 
korban dan terdakwa di ruamg tamu terdakwa; 
• Bahwa benar cara terdakwa Duwi Arianto 
menindih/memperkosa saksi korban Komala Sari adalah 
denngan cara terdakwa mengajak saksi korban masuk ke 
dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa melepaskan celana 
panjang dan celana dalam yang saksi korban pakai selanjutnya 
terdakwa melepas celana yang dipakai terdakwa selanjutnya 
kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi 
korban; 
• Menerangkan pada saat terdakwa mengajak saksi korban 
Komala Sari ke dalam kamar, terdakwa tidak melakukan 
pemaksaan maupun ancaman kepada saksi; 
• Menerangkan pada saat itu di rumah terdakwa dalam keadaan 
kosong karena orang tua terdakwa sedang berada di kebun; 
• Menerangkan setelah saksi korban Komala Sari 
ditindih/diperkosa oleh terdakwa Duwi Arianto bin Suroto, 
terdakwa mengatakan kepada saksi korban apa yang diucapkan 
terdakwa yaitu bahwa saksi korban Komala Sari jangan 
mengatakan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa kepada 
orang tua saksi korban Komala Sari; 
 
f) Saksi Deli Br Sirait binti Sirait 
•  Menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2007 sekira 
pukul 15.30 WIB bertempat di ruang praktek saksi beralamat 
di RT 03 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian 
KabupatenBatanghari, saksi ada memeriksa saksi korban 
Komala Sari yang mengalami sakit waktu kencing; 
• Menerangkan hasil pemeriksaan saksi korban Komala Sari 
ditemukan ada bercak darah yang diakibatkan oleh sesuatu dan 
saksi tidak mengetahui apa penyebabnya; 
• Menerangkan selanjutnya sdaksi merujuk saksi korban Komala 
Sari untuk diperiksa oleh dokter spesialis yang bernama dr. 
Agoes Oerip. P, Sp.OG; 
• Menurut keterangan saksi Aisah bin Katimun, penyebab 
terjadinya bercak darah di kemaluan saksi korban Komala Sari 
karena diperkosa oleh terdakwa Duwi Arianto; 
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2). Keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya terdakwa 
memberikan  keterangan sebagai     berikut: 
• Menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2007, 
sekira pukul 10,00 WIB bertempat di rumah orang tua terdakwa 
yang beralamat di RT 02 Desa Tenam Kecamatan Muara Bulian 
Kabupaten Batanghari, terdakwa telah memperkosa saksi korban 
Komala sari binti Gunarso. 
• Menerangkan bahwa terdakwa memperkosa saksi korban Komala 
sari binti Gunarso sebagai akibat dorongan banyak nonton film 
porno dan keinginan mempraktekkannya; 
• Menerangkan bahwa sebelum kejadian pemerkosaan tersebut 
terdakwa bersama-sama dengan saksi Iqbal Setiawan bin Gunarso 
dan Sutomo Romadhon bin Isrofi bermain mobil-mobilan di rumah 
terdakwa; 
• Bahwa benar timbulnya keinginan terdakwa memperkosa saksi 
korban Komala Sari binti Gunarso karena terdakwa melihat 
kemaluan saksi korban yang ketika terjatuh dan mengangkang 
ketika bermain kejar-kejaran dengan terdakwa. Selanjutnya 
timbullah keinginan terdakwa mempraktekkan seperti film porno 
yang pernah ditonton oleh terdakwa; 
• Bahwa benar setelah main mobil-mobilan terdakwa mengajak saksi 
korban masuk kedalam kamar dengan cara dengan menggandeng 
tangan saksi korban, selanjutnya setelah sampai di dalam kamar 
terdakwa memperkosa saksi korban, sedangkan saksi Iqbal 
Seiawan bin Gunarso dan Sutomo Romadhon bin Isrofi disuruh 
oleh terdakwa menunggu saksi korban dan terdakwa di ruang tamu 
terdakwa; 
• Benar bahwa cara terdakwa menindih/memperkosa saksi korban 
adalah dengan cara terdakwa mengajak saksi korban masuk ke 
dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa melepaskan celana 
yang dipakai terdakwa selanjutnya kemaluan terdakwa dimasukkan 
ke dalam kemaluan saksi korban; 
• Bahwa pada saat kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam 
kemaluan saksi korban, saksi korban mengalami kesakitan; 
• Menerangkan pada saat terdakwa mengajak saksi korban ke kamar 
maka terdakwa tidak melakukan pemaksaan ataupun ancaman 
kepada saksi korban; 
• Menerangkan setelah saksi korban diperkosa oleh terdakwa, 
terdakwa mengatakan kepada saksi korban, bahwa saksi korban 
jangan mengatakan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa kepada 
orang tua saksi korban; 
• Menerangkan pada saat itu di rumah terdakwa dalam keadaan 
kosong karena orang tua terdakwa sedang berada di kebun. 
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3). Bukti Surat 
Dalam persidangan di ajukan alat bukti berupa surat Visum Et Repertum 
Nomor: 350/7835/VER/VI/2007, tanggal 22 Juni 2007 yang di buat dan 
ditanda tangani oleh dr. Agoes Oerip. P, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut: 
 
Kesimpulan Hasil Pemeriksaan 
a. Keadaan umum baik 
b. Tinggi badan 92 cm; 
c. Labia minora dan hymen warna kemerahan; 
d. Didapatkan robekan pada hymen pada posisi jam 3 dan jam 6, robekan 
keduanya tidak sampai dasar; 
e. Kesimpulan: ditemukan robekan baru pada hymen yang bisa 
disebabkan oleh trauma benda tumpul. 
 
4). Bukti Petunjuk 
Adanya keterangan para saksi dan surat yang dihubungkan dengan 
keterangan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti 
berupa 1(satu) lembar baju kaos warna pink, 1 (satu) lembar celana warna 
pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih, 1 (satu) lembar kaos 
dalam warna putih, 1 (satu) lembar kasur kapuk, dengan kain warna hijau 
motif bunga, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwalah yang telah 
melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban Komala Sari binti Gunarso. 
 
5). Barang bukti Lain 
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa: 
a. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink; 
b. 1 (satu) lembar celana warna pink; 
c. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih; 
d. 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih; 
e. 1 (satu) lembar kasur kapuk, dengan kain warna hijau motif bunga 
Terhadap barang bukti yang diajukan telah disita secara sah menurut 
hukum   karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta 
para saksi terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan. 
. 
c.  Pertimbangan Sosiologis 
Sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan 
saran dari Litmas, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan dari perbuatan tersebut, yaitu: 
a. Hal-hal yang memberatkan 
• Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain. 
• Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 
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b.    Hal-hal yang meringanka 
• Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak  
menyulitkan jalannya persidangan, 
• Terdakwa sopan di persidangan, 
• Terdakwa belum pernah dihukum. 
 
d.  Kesimpulan dalam Putusan 
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan 
saksi-saksi dan keterangan terdakwa didukung dengan bukti yang diajukan 
oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
persetubuhan dengan anak dibawah umur. 
 Berdasarkan pertimbangan unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan, 
menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh 
unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 81 
ayat(2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara sah menurut 
hukum. Karena dakwaan primer telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan 
subsidair dan lebih susidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. 
 Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan karena perbuatan terdakwa 
terbukti memenuhi seluruh unsure-unsur dari Pasal 81 Ayat(2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menurut 
hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim 
tidak melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana diatur 
dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan 
sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan 
oleh terdakwa, maka dinyatakan bersalah. 
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat(2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak sebagaimana 
didakwakan oleh Penuntut Umum maka dengan mengacu pada ketentuan 
Pasal 193 Ayat(2) KUHAP, terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal 
dengan kesalahannya, 
 
e.  Penjatuhan Pidana 
Dalam putusannya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum 
yaitu: 
1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 
3(tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp, 500.000,- (lima ratus 
ribu rupiah)subsidair pidana kurungan selama 1(satu) bulan. 
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
2. Memerintahkan terdakwa agar tetap ditahan 
3. Memerintahkan barang bukti berupa: 
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a. 1 (satu) lembar baju kaos warna pink; 
b. 1 (satu) lembar celana warna pink; 
c. 1 (satu) lembar celana dalam warna putih; 
d. 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih; dikembalikan kepada saksi 
Komala Sari binti  Gunarso. 
e. 1 (satu) lembar kasur kapuk, dengan kain warna hijau motif bunga; 
dirampas untuk dimusnahkan 
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar                   
Rp. 1000,- (seribu rupiah) 
 
 
3. Analisis Tentang Pemidanaan Terhadap terdakwa dan Komentar 
Kasus 
Setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana atas 
nama Duwi Arianto Als Ari Bin Suroto, yang terdiri dari: 
a. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan tersangka, yang 
dilakukan oleh penyidik dari Kepolisian Sektor Muara Bulian; 
b. Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II A 
Jambi, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kantor 
Wilayah Propimsi Jambi. 
c. Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan 
Negeri Muara Bulian; 
d. Berita Acara Sidang dalam Putusan N0 23/Pid.An/2007/PN.MBLN. atas 
nama terdakwa Duwi Arianto Als Ari bin Suroto, 
Berdasarkan berkas perkara di atas penulis melakukan analisis atas 
proses pemidanaan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang 
dilakukan oleh Duwi Arianto Als Ari bin Suroto menurut ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, sebagai suatu kesatuan 
proses dalam system peradilan anak yang tidak terpisahkan. 
Dalam tingkat penyidikan penyidik wajib memeriksa tersangka anak 
dalam suasana kekeluargaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran dari 
pembimbing kemasyarakatan. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal 
wajib dirahasiakan. Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak 
yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan 
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yang cukup. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh 
mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. 
Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus anak, harus 
dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama ditahan, kebutuhan 
jasmani, rohani dan social anak harus tetap terpenuhi. Setiap anak nakal sejak 
saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum selama dan 
setiap tingkat pemeriksaan. 
Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta Petugas 
lainnya dalam sidang anak tidak memakai Toga atau pakaian dinas, 
pemeriksaan dilakukan tertutup dan wajib dihadiri oleh anak, orang tua, wali, 
atau orang tua asuhnya, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. 
Sebelum sidang dibuka Hakim memerintahkan agar pembimbing 
kemasyarakatan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan (case work) 
mengenai keadaan anak yang wajib dijadikan hakim sebagai bahan 
pertimbangan memutuskan perkara. 
Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hukuman dapat 
berupa pidana atau tindakan. Pidana dapat dijatuhkan kepada anak nakal 
berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu: 
(1). Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan 
pidana tambahan 
(2). Pidana Pokok yang dijatuhkan kepada anaka nakal ialah: 
a. Pidana Penjara 
b. Pidana Kurungan, 
c. Pidana Denda atau 
d. Pidana Pengawasan 
(3). Pidana Tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/ 
ataupembayaran ganti rugi. 
 
Tindakan yang dapat dijatuhkan, berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang 
Pengadilan Anak, yaitu: 
(1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anaka nakal ialah: 
(a) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; 
(b) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, 
dan latihan kerja; atau 
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(c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial 
Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pendidikan, Pembinaan 
dan Latihan Kerja 
(2)Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat disertai dengan 
teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. 
 
Dalam menjatuhkan tindakan kepada terdakwa anak, hakim 
berpedoman kepada Pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu: 
(1)Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu per dua) 
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 
(2)Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dlam Pasal 1 angka 2 huruf a, 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, maka pidan penjara yang dapat dijatuhkan kepada 
anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
(3)Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf 
a, belum mencapai umur 12 (dua belas )tahun melakukan tindak pidana 
yang diancam pidana mati atau pidan penjara seumur hidup,maka 
terhadap anak nakal tersebut hanya dijatuhkan tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b. 
(4)Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf 
a, belum mencapaui umur 12(dua belas) tahun melakukan tindak pidana 
yang tidak diancam dengan pidanamati atau tidak diancam pidana 
penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan 
salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 
 
Apabila putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam perkara No. 
23/Pid.An/2007/PN.MBLN dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) 
di atas, jelas bertentangan, karena isi Pasal tersebut mengamanatkan kepada 
aparat penegak hukum termasuk hakim untuk menjatuhkan salah satu jenis 
tindakan yang tercantum pada Pasal 24 Undang-Undang Pengadilan Anak 
bagi terdakwa anak yang masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun. 
Hal ini terjadi karena dalam proses peradilan anak dari tingkat 
penyidikan, penuntutan dan peradilan, aparat penegak hukum yang 
memeriksa perkara ini tidak cermat dan tepat dalam menghitung umur 
tersangka / terdakwa Duwi Arianto Als Ari bin Suroto yang pada saat 
terjadinya tindak pidana seharusnya masih berumur 11 (sebelas) tahun 6 
(enam) bulan 11 (sebelas) hari, tetapi di dalam identitas diri yang dimuat di 
BAP, surat dakwaan dan tuntutan serta putusan dihitung umurnya telah 
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mencapai 12 (dua belas) tahun. Akibat dari kurang cermat dan tepat dalam 
penghitungan umur tersangka / terdakwa sehinggga terjadi kesalahan dalam 
penerapan hukum. 
Kesalahan dalam menghitung umur terdakwa yang mengakibatkan 
kesalahan penerapan hukum dalam pemidanaan merupakan kesalahan fatal 
dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena 
dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dan di dalam pertimbangan 
sosial, hakim tidak memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Bapas 
Jambi yang merekomendasikan agar terdakwa Duwi Arianto Als Ari bin 
Suroto dijatuhi pidana pengawasan di bawah bimbingan Bapas Jambi demi 
masa depan terdakwa yang masih anak-anak. 
Jika dilihat dari Undang – Undang Perlindungan Anak, seorang anak 
yang berkonflik dengan hukum seyogyanya mendapat perlindungan hukum, 
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang 
Perlindungan Anak yang menyatakan: 
a.  Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-
hak anak; 
a. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 
b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
c. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik 
bagi anak; 
d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan 
anak yang berhadapan dengan hukum; 
e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang 
tua atau keluarga; dan 
f. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk 
menghindari labelisasi. 
 
Dalam proses pemeriksaan perkara terrsebut terdakwa Duwi arianto Als 
Ari bin Suroto tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum sehingga 
Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara ini di dalam 
pertimbangannya kurang mempertimbangkan masa depan terdakwa yang 
masih anak-anak belum genap berumur 12 (dua belas) tahun. 
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan bahwa anak yang 
bermasalah dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dalam proses 
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ajudikasi dalam Putusan No: 23/Pid.An/2007/PN.MBLN, belum 
mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 64 Ayat (2)  huruf d 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. 
Majelis hakim dalam memutus perkara tidak mempertimbangkan 
laporan penelitian kemasyarakatan yang diajukan Pembimbing 
Kamasyarakatan.  Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) (penjelasan)  UU No 3 
Tahun 1997, mengakibatkan Putusan Pengadilan terhadap Duwi Arianto Als 
Ali bin Suroto Nomor 23/Pid.An/2007/PN MBN. Batal demi hukum. 
 
 
 
V. PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Dari keseluruhan uraian yang telah penulis kemukakan dapat 
disimpulkan, “Bahwa anak yang bermasalah dengan hukum sebagai pelaku 
tindak pidana dalam proses ajudikasi dalam Putusan No: 
23/Pid.An/2007/PN.MBLN, belum mendapatkan perlindungan hukum 
berdasarkan Pasal 64 Ayat (2)  huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, 
karena sebagai berikut: 
1. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan 
mengadili putusan perkara pidana No: 23/Pid.An/2007/PN.MBLN, secara 
jelas dan nyata keliru karena bertentangan dengan azas lex specialis de 
rogat legi generalis, yang mana hanya bersandar kepada ketentuan KUHP 
dalam melihat adanya alasan pembenar dan pemaaf merujuk pada Pasal 44 
sampai dengan Pasal 51 KUHP, yang seharusnya berpedoman kepada 
ketentuan Pasal 26 Ayat (4) dan Penjelasan Umum Undang-Undang 
Pengadilan Anak, 
2. Kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
ialah berupa kesalahan dalam penghitungan umur yang tepat terhadap diri 
terdakwa Duwi Arianto Als Ari bin Suroto yang seharusnya masih 
berumur 11(sebelas) tahun 6)enam) bulan 11(sebelas) hari yang berakhir 
pada penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa yang mana sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan yakni penjelasan Umum 
Undang-Undang Pengadilan Anak alinea ke delapan bahwa Khusus 
mengenai sanksi terhadap anak, berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu 
bagi anak yang masih berumur 8 sampai dengan 12 tahun hanya dikenakan 
tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada 
organisasi social atau diserahkan kepada Negara. 
3. Kesalahan Majelis Hakim dalam penerapan hukum sehingga jatuhnya 
suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan dan hanya mendasarkan pada berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan hakim semata dengan menjatuhkan pidana kepada anak 
pelaku tindak pidana yang masih berumur di bawah 12 (duabelas) tahun. 
Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No 23/Pid.An/2007/PN.MBLN, 
dapat diuji kembali dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali 
kepada Mahkamah Agung oleh keluarga terdakwa Duwi Arianti Als Ari 
bin Suroto untuk memperoleh kepastian hukum. 
 
B.  S A R A N 
Hakim dalam mengadili suatu perkara anak diharapkan agar lebih teliti 
memperhatikan masalah umur anak. Hakim harus mempertimbangkan dan 
mempedomani hasil evaluasi atau pengamatan Balai Pemasyarakatan 
(BAPAS).  
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